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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

jPAD mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan 

pemerintahan asecara amandiri atanpa aketergantungan yang besar aterhadap dana 

transfera daria pemerintahj apusat. Dengan demikian, tingkat PAD dapat dijadikan 

indikator kemandirian fiskal danj kemampuanj pemerintahj daerah dalam 

mengoptimalkanj serta mengelolaj potensi ekonomij yang dimilikinyaj secara 

efektifj. 

Tingginyaj PAD suatuj wilayah dapatj menunjukkan bahwaj daerahj tersebut 

memilikij basisj ekonomij yang kuat, administrasi perpajakan yang efisien, serta 

aktivitas ekonomi masyarakat yang dinamisj. Sebaliknya, rendahnyaj PAD 

menunjukkanj keterbatasan daerahjI dalamI menggalijI potensiI sumberj daya 

yangjI dimilikiI sertaj ketergantunganj yang tinggij terhadap danaj perimbanganj 

dari pemerintah pusat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kapasitas dan 

penyediaanj layananj. Oleh karena ituj, (Mardiasmo, 2008) menegaskanj bahwa 

tingginyaj PAD merupakanjI salahI satujI keberhasilanjI daerahjI dalamI 

melaksanakanjI otonomijI, karenaj menunjukkanj kemampuanj dalam menggali 

danj mengelolaj sumber-sumberj pendapatan secaraj optimalj serta menunjukkanj 

akuntabilitasj dan efisiensij dalam pengelolaanj keuangan daerahj.  

Peran PADj dalam mendukungj pelaksanaan otonomij daerahj menjadij 

semakinj pentingj seiringj dengan diterapkannyaj desentralisasij jfiskal 

pascareformasij tahunj 1999. j Melaluij iUndangj-UndangjI jNomorI 23jI TahunJ 

2014J tentangJ Pemerintahani DaerahJ dan Undangi-Undangi NomorJ 33J TahunJ 
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2004J tentangi Perimbangani Keuanganji antarai Pemerintahi Pusati dani Daerah, 

pemerintah mendorongj setiapj daerahj untukj mengoptimalkanj potensij PAD 

gunaj memperkuatj kapasitasj fiskalnyaj secaraj berkelanjutan. j 

Dij Indonesia, j peranj PADj dalamj mendukungj pelaksanaanj otonomij 

daerahj menjadij semakinj pentingj seiringj denganj diterapkannyaj desentralisasij 

fiskalj pascareformasij tahunj 1999. j Melaluij Undangj-jUndangJ jNomorJ j23J 

jTahunJj2014J tentangjJ Pemerintahan jDaerahJ jdanJ jUndangJ-UndangJ NomorJ 

33J TahunJ 2004I jtentangIjPerimbanganjI KeuanganjI antarajI PemerintahjI 

PusatjIjdan jDaerah, jpemerintah jmendorong jsetiap daerahj untukj 

mengoptimalkanj potensij PAD jguna memperkuatj kapasitas fiskalnya secara 

berkelanjutan. j  

Apabilaj ditinjauj secaraj nasional, Pulauj Jawaj memilikij posisi strategisj 

sebagaij pusat utamaj pertumbuhanj dan aktivitasj ekonomij di Indonesia. 

Dominasij ekonomi pulauj dapat ditunjukkanj dari tingginyaj kontribusij ProdukI 

DomestikjI RegionalI BrutojI (PDRB). Yangj. menyumbangkanj lebihj. darij, 50%j, 

padaj totalj Produkj, Domestikj, Bruto, (PDB) j nasional. j Namun, meskipunj Pulau 

Jawaj menunjukkan peranj yang sangatj besarj dalamj struktur perekonomianj 

nasional, kondisij tersebutj masih diiringij olehj persoalan disparitasj kontribusij 

ekonomi antar provinsij di dalamnya, j yang ditunjukkan padaj ketidakseimbanganj 

pendapatanj asli daerah (PAD) Antari provinsii di, pulauj, jawa. j 
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Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah Di Pulau Jawa 

 

Sumber : Kementrian Keuangan Tahun 2013-2024 

Berdasarkanj Grafikj pada table 1.1 perkembanganj PAD provinsi-provinsii 

dii Pulauji Jawai darii tahunji 2021 hingga 2023, terlihat bahwa tren PAD cenderung 

mengalami peningkatan di tahun 2022, namun menurun kembali pada tahun 2023. 

Jawa Baratj memiliki PAD tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, dengan 

kenaikan cukup signifikan pada 2022 sebelum sedikit menurun di 2023. Jawa Timur 

dan Jawa Tengah menunjukkan pola serupa, yaitu meningkat pada 2022 dan 

kembalij menurun pada 2023, meskipun nilainya tetap relatif tinggi dibanding 

provinsi lainnya. Banten juga mengalami tren kenaikan pada 2022 dan sedikit 

penurunan pada 2023, namun nilainya masih lebih rendah dibanding tiga provinsi 

besar sebelumnya. Sementaraj itu, DI Yogyakartaj memperlihatkan kondisi 

berbeda, di manaj setelah mengalamij kenaikan di 2022, PAD justru turun drastis 

hingga hampir mendekati nolj pada 2023. Secara keseluruhan, polaj ini 

menunjukkanj bahwa meskipun PADj provinsi di Jawa sempat meningkat pada 

2022, pada 2023 sebagianj besar daerahj menghadapi penurunan, yang bisa 
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disebabkan oleh faktor ekonomi makro, penurunan penerimaanj pajak/retribusi, 

atau kebijakan fiskalj yang berbeda di tiap daerah. 

Sebaliknya, provinsi seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Banten 

mencatatkan PAD yang lebih rendah, meskipun secara geografis masih berada di 

Pulau Jawa. Ketimpangan ini mencerminkan adanya perbedaan kapasitas fiskal dan 

efektivitas pengelolaan potensi ekonomi oleh masing-masing pemerintah daerah. 

Sementara Jawa Tengah berada pada posisi menengah dalam hal perolehan PAD, 

namun masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi sumber pendapatan 

daerah. 

Dengan demikian, meskipun Pulau Jawa secara agregat merupakan terbesar 

terhadap perekonomian Indonesia, kondisi internal antar provinsinya masih 

menunjukkan disparitas fiskal yang cukup mencolok. Hal ini menunjukkan 

pentingnya kajian lebih lanjut terhadap faktor yang memengaruhi ketimpangan 

PAD di Pulau Jawa, guna mendorong kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan 

berkeadilan antarwilayah. 

Salah satu utama yang mendasari terjadinya disparitas PAD antarprovinsi di 

Pulau Jawa adalaha Produka, Domestika, Regionala, Brutoa, (PDRB,) masing,-

,masing adaerah. Provinsia, adengan, PDRB, yang, tinggi, umumnya, memiliki, 

basis ekonomi yang lebih kuat, aktivitas sektor dan jasa yang lebih berkembang, 

serta pendapatan masyarakat yang lebih besar, yang pada akhirnya mendorong 

tingginya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Sebaliknya, provinsi dengan 

PDRB lebih rendah akan menghadapi keterbatasan dalam menggali potensi PAD 

karena kapasitas ekonomi yang terbatas. Haka inia sejalana dengana apendapat 

(Mardiasmo, 2008), yang menyatakan bahwa kemampuan daerah dalam 
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menghasilkan PAD sangat dipengaruhi oleh kapasitas ekonominya, di mana daerah 

dengan aktivitas ekonomi tinggi cenderung memiliki potensi fiskal yang lebih 

besar. 

Gambar 1.2 Produk Dimestik Regional Bruto Pulau Jawa 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021-2023 

Berdasarkana grafik pada pada table 1.2 perkembangan PDRB provinsi-

provinsi di Pulau Jawa periode 2021–2023, terlihat bahwa sebagian besar provinsi 

mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun terdapat perbedaan 

signifikan antar daerah. Banten menunjukkan pertumbuhan paling konsisten 

dengan kenaikan tajam hingga 2023, menempatkannya di posisi tertinggi 

dibandingkan provinsi lain. Jawa Timur juga memperlihatkan tren positif dengan 

peningkatan dari 2021 ke 2022, meskipun pada 2023 pertumbuhannya cenderung 

melambat. Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami peningkatan stabil dari tahun 

ke tahun dengan kenaikan yang relatif moderat. Sementara itu, DI Yogyakarta 

menunjukkan pola yang berbeda. setelah mengalami kenaikan pada 2021–2022, 

pada tahun 2023 justru terjadi penurunan drastis hingga mencapai titik terendah 
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dibanding provinsi lain. Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan bahwa 

meskipun PDRB di Pulau Jawa cenderung meningkat, masih terdapat ketimpangan 

pertumbuhan antarprovinsi, dengan Banten dan Jawa Timur yang unggul, 

sementara DI Yogyakarta menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas 

ekonominya. 

Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga berpotensi terkait 

kontribusinya terhadap disparitas PAD. TPAK yang tinggi mencerminkan 

terserapnya tenaga kerja dalam berbagai sektor ekonomi formal maupun informal, 

yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi dan potensi pajak daerah. 

Provinsi dengan TPAK rendah cenderung memiliki kontribusi PAD yang lebih kecil 

karena rendahnya daya dorong ekonomi dari sisi tenaga kerja produktif. Hal ini 

sejalan dengan pendapat (Suparmoko, 2002), yang menjelaskan bahwa tenaga kerja 

merupakan salah satu produksi utama yang berpengaruh langsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah dan pada akhirnya berdampak pada penerimaan 

PAD. 
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Gambar 1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Jawa 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021-2023 

Pada table 1.3 perkembangan TingkatJ PartisipasiJ AngkatanJ KerjaJ 

(TPAK)J di Pulau JawaJ periodeJ 2021–2023, terlihat bahwa mayoritas provinsiI 

(BantenJ, Jawa BaratJ, Jawa TengahJ, dan Jawa TimurJ) menunjukkan nilai yang 

konstan atau tidak mengalami perubahan signifikan sepanjang tiga tahun tersebut. 

Namun, DI Yogyakarta memperlihatkan pola yang berbeda dengan peningkatan 

tajam pada tahun 2023 setelah sebelumnya stagnan di tahun 2021–2022. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada sebagian besar provinsi di Jawa, partisipasi angkatan 

kerja relatif stabil, sementara DI Yogyakarta mengalami lonjakan yang cukup besar, 

yang dapat mengindikasikan adanya peningkatan serapan tenaga kerja atau 

dorongan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif di daerah tersebut. 

Faktor lain yang turut memengaruhi disparitas PAD adalah jumlah penduduk. 

Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula potensi objek pajak dan 

retribusi, terutama dari sektor konsumsi, dan layanan. Provinsi seperti DKI Jakarta 

dan Jawa Barat, yang memiliki populasi besar dan kepadatan tinggi, secara otomatis 

0

1

2

3

4

5

6

2021 2022 2023

TPAK

Banten Jawa Barat DI Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Timur



8 

 

 

memiliki basis pajak yang luas, yang mendukung tingginya PAD. Sementara itu, 

provinsi dengan jumlah penduduk yang lebih kecil atau pertumbuhan ekonomi yang 

tidak merata akan mengalami keterbatasan dalam memperluas sumber-sumber 

PAD. Pendapat ini diperkuat oleh Musgrave dalam terjemahan oleh (Suparmoko, 

2002), yang menyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan potensi 

ekonomi yang dapat mendorong peningkatan penerimaan daerah, terutama dalam 

bentuk pajak daerah yang berbasis konsumsi dan penggunaan jasa. 

Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Antar Provinsi di Pulau Jawa 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021-2023 

Berdasarkan grafik pada pada table 1.3 perkembangan Berdasarkan grafik 

jumlah penduduk di Pulau Jawa periode 2021–2023, terlihat bahwa sebagian besar 

provinsiI (BantenJ, Jawa BaratJ, Jawa TengahJ, dan Jawa TimurJ) cenderung stabil 

tanpa menunjukkan perubahan yang berarti sepanjang periode tersebut. Sementara 

itu, DI Yogyakarta mengalami lonjakan jumlah penduduk pada tahun 2023 setelah 

sebelumnya berada pada posisi stagnan di tahun 2021–2022. Pola ini menunjukkan 

bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Pulau Jawa relatif merata dan stabil, 
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dengan pengecualian DI Yogyakarta yang mengalami peningkatan signifikan, 

kemungkinan dipengaruhi oleh faktor urbanisasi, migrasi, atau peningkatan angka 

kelahiran di wilayah tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan beberapa alasan 

utama dilakukannya penelitian ini, yaitu:  

(1) pentingnya mendorong peningkatan kemandirian fiskal antarprovinsi di Pulau 

Jawa melalui optimalisasi PendapatanJ AsliJ DaerahJ (PADJ), yangJ 

merupakanJ salahJ satuJ komponenJ krusial dalam mendukung daerah yang 

berkelanjutan dan berkeadilan,  

(2) variabelJ-variabelJ seperti ProdukJ DomestikJ RegionalJ BrutoJ (PDRB), 

TingkatJ PartisipasiJ AngkatanJ KerjaJ (TPAK), serta jumlah penduduk diduga 

memiliki kontribusi signifikan terhadap perbedaan kemampuan fiskal 

antarprovinsi dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun 

kajian yang menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan 

dalam konteks regional di Pulau Jawa masih terbatas,  

(3) perlunya analisis empiris yang komprehensif untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh PDRB, TPAK, dan jumlah penduduk terhadap disparitas PAD antar 

enam provinsi di Pulau Jawa, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan 

masukan yang relevan bagi perumusan kebijakan fiskal.  

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penelitian ini mengangkat tema “Analisis 

Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar 

Provinsi di Pulau Jawa.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Sejauhi manai Produki Domestiki Regionali Brutoi (PDRB) memengaruhii 

tingkati disparitasi Pendapatani Aslii Daerah (PAD)   antar provinsii di Pulaui 

Jawa? i 

2. Bagaimanai pengaruhi Tingkati Partisipasii Angkatani Kerjai (TPAK) 

terhadapi kesenjangani Pendapatani Asli Daerahi (PAD) di antara provinsi-

provinsii yang adai di Pulau Jawa? i 

3. Seberapai besar dampaki Jumlah Penduduki terhadapi perbedaan Pendapatani 

Asli Daerahi (PAD) i antarprovinsii di wilayah Pulaui Jawa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahuii dan menganalisisi sejauh manai Produk Domestiki Regional 

Brutoi (PDRB) berpengaruhi terhadapi disparitas Pendapatani Asli Daerah 

(PAD) i antarprovinsii di Pulau Jawa. i 

2. Mengkajii pengaruhi Tingkat Partisipasii Angkatan Kerjai (TPAK) terhadapi 

perbedaani Pendapatani Asli Daerah (PAD) di antara provinsi-provinsi yang 

terdapat di Pulau Jawa. 

3. Menganalisisi dampaki Jumlahi Penduduki terhadap kesenjangani 

Pendapatani Aslii Daerah (PAD) antarprovinsii di wilayah Pulaui Jawa. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan 

keterbatasani yang ada, sehinggai pembahasan difokuskani agar tetap terarah. 

Penelitiani ini berfokusi pada variabel dependen, iyaitu Pendapatan iAsli Daerahi 

(PAD), dengan variabel independeni yang terdiri dari Produk Domestik Regionali 

Bruto (PDRB), Tingkati Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dani Jumlah 
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Penduduk. Ketigai variabel tersebuti dianalisis untuk mengetahuii pengaruhnya 

terhadapi disparitas PADi antarprovinsi di Pulau Jawa. i 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitiani ini diharapkani dapat memberikani kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuani di bidang ekonomi, khususnyai yang 

berkaitan dengan pengaruh Produki Domestik Regionali Bruto (PDRB), 

Tingkati Partisipasi Angkatani Kerja (TPAK), dan Jumlahi Penduduk 

terhadapi disparitas Pendapatani Asli Daerah (PAD) antarprovinsii di Pulau 

Jawa. Hasil penelitian ini diharapkani mampu memperkaya referensii 

akademik dan menjadii dasar bagi penelitiani selanjutnya yang membahas 

isui serupa. 

2. Manfaat Praktis 

Secarai praktis, penelitian ini diharapkani dapat memberikani masukan yang 

berguna bagii para pembuat kebijakani dalam merancang strategii dan 

program yang efektifi untuk menjaga kestabilani Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Pulau Jawa. Dengani memahami faktor-faktori seperti PDRB, 

TPAK, dan Jumlah Penduduk yang memengaruhii PAD antarprovinsi, 

pemerintahi diharapkani mampu menyusuni kebijakan ekonomii yang lebih 

tepat sasaran dalam mengurangii kesenjangan fiskal sertai meningkatkan 

kemandiriani daerah. 

3. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya 

Padai penelitian ini, penelitii berharap agar dapati menjadi sebuahi refrensi 

bagi penelitii selanjutnya yang tertariki untuk meneliti lebih lanjut mengenai 
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topik terkait Pendapatani Asli Daerah (PAD) provinsii di Pulau Jawa maupun 

wilayah lainnyai dengan variabel yangi sama maupun berbeda. Selain itu, 

Hasil penelitiani ini juga dapat meningkatkani literatur di bidang ekonomi, 

khususnyai yang berkaitan mengenaii Pendapatan Asli Daerahi (PAD), serta 

dapat membukai peluang untuk penelitiani lebih mendalami mengenai faktor 

lain yang mempengaruhii Pendapatan Asli Daerah (PAD) di regionali maupun 

nasional. 

 


